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Naskah kebijakan disusun berdasarkan penelitian kolaboratif antara
Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Direktorat Jaminan Sosial
Kementerian Sosial RI pada tahun 2025 ini bertujuan merumuskan
Model Kompetensi dan Kinerja Pendamping Sosial PKH yang valid
dan aplikatif. Menggunakan metode campuran (mixed-methods)
sekuensial eksplanatoris, penelitian ini menggunakan survei online
terhadap 25.048 (76,97%) dari 32.472 Pendamping Sosial PKH di
seluruh Indonesia dan studi kasus kualitatif mendalam di 10 kabu-
paten yang merupakan prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Naskah kebijakan temuan penelitian ini sangat penting mengingat
Pendamping Sosial PKH adalah ujung tombak PKH yang merupakan
program Conditional Cash Transfer terbesar di Indonesia, yang tidak
hanya menyalurkan bantuan sosial tunai, tetapi juga bertugas mel-
akukan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga) sebagai
intervensi perubahan perilaku untuk memutus mata rantai kemiski-
nan antargenerasi. Penelitian ini menjadi sangat strategis karena pada
tahun 2025, Pendamping Sosial PKH berubah status menjadi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang membutuhkan alat
ukur untuk menilai kinerja Pendamping Sosial PKH sebagai Aparatur
Sipil Negara (ASN).




Isu Kritis

Temuan Kunci

Rekomendasi Kebijakan

Kinerja & Kom-
petensi

(Kuantitatif N=25.048)

57,3% Pendamping berki-
nerja Tinggi. Kompetensi
Mengajar (P2K2) adalah
pendorong Kinerja terkuat
(fA2 =0.128)

Utama

. Prioritaskan Kompetensi

Mengajar (P2K2) sebagai
Leverage Point utama
untuk peningkatan
kinerja

Kesenjangan
Kapasitas

Kelompok Kinerja Tinggi
lemah di Kompetensi So-
sial. Kelompok Kinerja Se-
dang lemah di Kompetensi
Komunikasi/Mengajar

. Terapkan Spesialisasi

Kurikulum Pelatihan
berdasarkan defisit kom-
petensi spesifik untuk
setiap kelompok kinerja

Transisi Data &
Beban Kerja

Pemanfaatan DTSEN
adalah faktor pendukung
terendah (63,2%). Beban
kerja sangat tinggi (88%
menangani >200 KPM)

. Reduksi Beban Adminis-

tratif & Stabilisasi DTSEN
melalui penyederhanaan
prosedur dan pelatihan
teknis on-the-job yang
intensif

Dukungan
Kelembagaan

Pemahaman Peran adalah
faktor pendukung tertinggi
(75,7%). Lingkungan Kerja
adalah pendorong terkuat
Kompetensi Sosial (fA2 =
0.097)

. Perkuat Dukungan

Kelembagaan dan Men-
torship untuk menjaga
Kompetensi Sosial dan
Pemahaman Peran.
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1 | LATAR BELAKANG

A. KONTEKS KEBIJAKAN DAN URGENSI
1. PKH dalam Tiga Transformasi Kritis

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program Conditional Cash
Transfer (CCT) terbesar di Indonesia dan merupakan terbesar kedua
di dunia setelah Bolsa Familia Brasil. Keberhasilan PKH sangat tergan-
tung dengan Pendamping Sosial PKH sebagai ujung tombak pelaksana
program di lapangan. Pendamping Sosial PKH yang berjumlah 32.472
dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, Pendamping Sosial
menghadapi tiga isu krusial yang menuntut respons kebijakan:

1) Profesionalisasi ASN (P3K): Pada tahun 2025, Pendamping Sosial
beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (P3K). Status baru ini membutuhkan alat ukur kinerja yang
objektif, valid, dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja
Pendamping Sosial PKH sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

2) Transisi Digital ke DTSEN: Adanya migrasi dari Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Terpadu Sosial Ekonomi
Nasional (DTSEN) merupakan tantangan tersendiri pada proses
pendampingan PKH di lapangan termasuk tambahan tugas bagi
Pendamping Sosial PKH untuk melakukan ground check. Sistem
baru ini meningkatkan akurasi, tetapi menimbulkan gejolak dan



3)

kesulitan teknis di lapangan (misalnya, Kabupaten Sampang,
Pandeglang, Mimika).

Mandat Graduasi Mandiri dan pembatasan bantuan sosial paling
lama 5 tahun: Tujuan utama PKH adalah memutus mata rantai
kemiskinan antargenerasi dan mendorong Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) untuk graduasi mandiri dan tidak tergantung
dengan bantuan sosial. Bantuan sosial hanya sementara berdaya
selamanya hanya dapat dicapai melalui fasilitasi perubahan
perilaku yang efektif, yaitu Pertemuan Peningkatan Kapasitas
Keluarga (P2K2).

Mengoptimalkan Kinerja dan ...



2 | METODE KAJIAN

Naskah kebijakan ini disusun menggunakan pendekatan metode
campuran (mixed-methods) dengan desain sekuensial eksplanatoris.

1)

2)

Tahap 1 (Kuantitatif): Survei terhadap semua Pendamping Sosial
PKH untuk mengukur tingkat kompetensi dan kinerja pendam-
ping, serta menganalisis hubungan statistik antarvariabel meng-
gunakan Structural Equation Modeling (SEM). Survei dilakukan
secara online dengan menggunakan google form dilaksanakan
pada tanggal 21-31 Juli 2025. Pengumpulan data kuantitatif
dilakukan dengan menggunakan google form, pengumpulan data
selama 2 minggu. Sampling yang digunakan adalah total sampling,
yaitu seluruh Pendamping Sosial PKH aktif di Indonesia yang
berjumlah 32.472 orang.

Tahap 2 (Kualitatif): Wawancara mendalam (in-depth interview)
dan Focus Group Discussion (FGD) dengan Pendamping Sosial
terpilih, Koordinator Kabupaten/Kota, Pejabat Dinas Sosial, dan
KPM untuk mendalami dan menjelaskan temuan kuantitatif
(lokasi pada Tabel 2.1).



Tabel 2.1 Lokasi Kajian Kualitatif

Provinsi Kabupaten
Nanggroe Aceh Darussalam 1. Pidie
Jawa Barat 2. Garut
3. Subang
4. Kabupaten Bogor
5. Karawang
Banten 6. Pandeglang
Jawa Tengah 7. Wonosobo
Jawa Timur 8. Sampang
Nusa Tenggara Timur 9. Ende
Papua Tengah 10. Mimika

Analisis data kuantitatif menggunakan Statistik Deskriptif dan
Analisis Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan software
SmartPLS 4.1.0.9. Analisis tematik (thematic analysis) dengan bantuan
software NVivo untuk mengidentifikasi pola dan tema dari data
kualitatif.

6 Mengoptimalkan Kinerja dan ...



3 | PROFIL KOMPETENSI DAN
KINERJA PENDAMPING PKH

Profil Pendamping Sosial PKH yang relatif seimbang apabila dilihat
dari jenis kelamin, tetapi untuk kelompok usia terbanyak pada
kelompok umur 31-40 tahun (68%) yang merupakan kelompok umur
produktif, pencari nafkah utama, dan kelompok umur yang akan sulit
untuk mendapatkan pekerjaan baru pada jenis kelompok pekerjaan
formal. Lokasi dampingan sebagian besar di daerah pedesaan (lihat
Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Profil Responden

Indikator Kategori Jumiah Frekuensi
Orang %

Jenis Kelamin Laki-Laki 12.298 49,05
Perempuan 12.774 50,95

Usia 1. 21-30 tahun 1.463 5,84
2.31-40 tahun 17.225 68,70

3.41-50 tahun 5.512 21,98

4. 51 tahun ke atas 872 3,48

Lokasi Dampingan 1. Perkotaan 4.622 18,43

2. Perdesaan 20.450 81,57




A. Kesenjangan Kualifikasi Pendamping Sosial PKH

Mayoritas Pendamping Sosial PKH memiliki pendidikan Sarjana (S1)
yang baik (86,55%). Namun, hanya sebagian kecil yang berlatar bela-
kang Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial (5,34%). Kurangnya
pemahaman konseptual tentang dinamika kemiskinan, pendekatan
pemberdayaan, serta teknik fasilitasi sosial mengindikasikan perlunya
pelatihan khusus untuk menanamkan dasar keilmuan pekerjaan sosial
(empati, advokasi, mediasi) agar sejalan dengan tugas-tugas lapangan

(lihat Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Kualifikasi Pendamping Sosial PKH

Jumlah Frekuensi
Indikator Kategori
Orang %

Tingkat 1. SMA/Sederajat 220 0,88
Pendidikan 2.D1/D2/D3 1.955 7,80

3.81 21.699 86,55

4.52/S3 1.198 4,78
Bidang Pendidikan IlImu Kesejahteraan sosial/ 1.338 5,34

Pekerjaan Sosial

Rumpun limu alam/eksakta/ 3.824 15,25

teknik

Rumpun limu pendidikan/ 11.760 46,90

agama/kesehatan

Rumpun ilmu sosial humanio- 8.150 32,51

ra lainnya (sosiologi, pem-

bangunan sosial, psikologi,

politik, administrasi negara,

dan lain-lain)
Jumlah Pelatihan Lebih dari 5 kali Pelatihan 653 2,60
(2 Tahun Terakhir) Pernah 1 kali Pelatihan 8.741 34,86

Pernah 2-5 kali Pelatihan 9.766 38,95

Tidak Pernah Ikut Pelatihan 5.912 23,58

Sekitar 23,58% pendamping belum pernah mengikuti pelatihan
dalam dua tahun terakhir, dan sebagian besar pelatihan yang tersedia

Mengoptimalkan Kinerja dan ...



masih bersifat seragam (one-size-fits-all), tanpa memperhatikan ke-
ragaman konteks sosial-budaya dan geografis wilayah kerja. Hal ini
mengakibatkan lemahnya kemampuan adaptasi dalam menghadapi
karakteristik KPM di wilayah perdesaan, pesisir, maupun daerah
terpencil.

B. Kinerja Dominan Tinggi, Tetapi Beban Berat

Pada naskah kebijakan ini, kompetensi Pendamping Sosial PKH yang
diukur adalah kompetensi personal, sosial, mengajar, dan komunikasi.
Pendamping Sosial PKH dikategorikan sebagai Pendamping Sosial
berkompetensi rendah, sedang, dan tinggi. Pada Pendamping Sosial
berkategori kompetensi tinggi, kompetensi komunikasi merupakan
kompetensi paling tinggi dimiliki Pendamping Sosial PKH, yaitu
sebanyak 60,7%, sedangkan kompetensi sosial merupakan kompetensi
kategori tinggi paling rendah, yaitu sebanyak 42,9%.

Kinerja Pendamping Sosial PKH secara umum sangat me-
muaskan, dengan 57,3% dikategorikan berkinerja tinggi. Angka ini
didorong oleh motivasi sosial dan dedikasi yang tinggi (misalnya,
di Pidie, Garut, Wonosobo). Namun, kinerja ini ditopang oleh be-
ban kerja yang sangat tinggi sekitar 88% Pendamping Sosial PKH
menangani lebih dari 200 KPM. Beban ini berpotensi memengaruhi
kualitas pendampingan (lihat Gambar 3.1).

B Rendah MSedang BTinggi
70 A

60,7
60

59,9
' 56,8
514 o,
50 - '
42,9
40 39,2
40
30 -
20 A
10 -
0,1 0,3 0,5 0,1
0 d —_— —_— _— _

Personal Sosial Mengajar Komunikasi

Kompetensi

Gambar 3.1 Kompetensi Pendamping Sosial PKH
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Pada naskah kebijakan ini mengategorikan Pendamping Sosial
PKH dengan kategori kinerja rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan
Gambar 3.2, sebanyak 57,3% Pendamping Sosial PKH berkinerja
tinggi, 42,4% sedang, dan 0,3% rendah (lihat Gambar 3.2).

70
G0 57.3

50

424

40

30

20

10

0.3

0

Rendah Sedang Tinggi

Gambar 3.2 Kinerja Pendamping PKH

Data tersebut menunjukkan hasil yang sangat positif dengan
distribusi yang didominasi oleh kelompok kinerja tinggi dan sedang,
serta hanya sebagian kecil yang berada di kategori rendah. Data seba-
nyak 57,3% Pendamping Sosial PKH dikategorikan berkinerja tinggi.
Angka ini merefleksikan keberhasilan program dalam merekrut,
mempertahankan, dan memotivasi mayoritas pendamping untuk
mencapai target kerja mereka, yang mencakup verifikasi, fasilitasi
P2K2, dan pelaporan administrasi. Temuan ini konsisten dengan
tingginya motivasi sosial dan dedikasi yang teridentifikasi dalam data
kualitatif sebelumnya.

Pada Pendamping Sosial kinerja sedang yang mencapai 42,4%.
Meskipun bukan kinerja optimal, proporsi ini menunjukkan bahwa
hampir setengah dari populasi pendamping masih memiliki ruang
besar untuk peningkatan. Kinerja sedang ini mungkin disebabkan
oleh berbagai tantangan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

10 Mengoptimalkan Kinerja dan ...



Beban administrasi dan transisi data (DTKS/DTSEN) yang meng-
habiskan waktu fasilitasi. Lemahnya kompetensi tertentu (misalnya
kompetensi sosial pada kelompok dengan kompetensi tinggi, atau
komunikasi pada kelompok kompetensi sedang) yang menghambat
kualitas interaksi dan pelaporan. Kendala operasional (geografis,
sinyal, biaya pribadi), seperti yang ditemukan di Mimika dan Ende.

Pada kelompok Pendamping Sosial berkinerja rendah, mengindi-
kasikan bahwa masalah kinerja serius. Hal ini menunjukkan sistem
pengawasan dan evaluasi (Monev) yang cukup berfungsi dalam
memitigasi risiko kegagalan kinerja. Implikasi kebijakan harus ber-
fokus pada mengoptimalkan kelompok kinerja sedang menjadi tinggi,
serta mempertahankan dan mereplikasi faktor-faktor keberhasilan
kelompok kinerja tinggi.

C. Pola Kompetensi yang Kontras (Kesenjangan
Kritis)

Analisis menunjukkan pola unik yang menuntut intervensi targeted,
bukan pelatihan generalis (lihat Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Pola Kompetensi

Kelemahan Kritis

ook Ko a0
) g lingg Kategorinya)
Tinggi Kompetensi Kompetensi Sosial Penguatan: Ke-
(57,3%) Komunikasi (42,9% tinggi) dalaman Empati,
(60,7% tinggi) Mediasi Konflik
dan Advokasi.
Sedang Kompetensi Sosial Kompetensi Komu- Penguatan:
(42,4%) (56,8% sedang) nikasi/Mengajar Fasilitasi P2K2
(terendah) yang Efektif, Ko-
munikasi Formal,
dan Pelaporan.
Rendah Kompetensi Per- Evaluasi men-
(0,3%) sonal & Komuni- dasar, coaching,

kasi

dan evaluasi
ulang kontrak.

Profil Kompetensi dan ... "



D.

Temuan Lapangan (Hasil Kualitatif)

Hasil Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, dan
observasi lapangan di 10 lokasi terpilih (Pidie, Garut, Pandeglang,
Wonosobo, Sampang, Ende, Mimika, Bogor, Karawang, dan
Pandeglang) memperkaya pemahaman kontekstual hasil kuantitatif.
Empat temuan utama kualitatif yang mendasari rekomendasi kebi-
jakan adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

12

Adaptasi budaya dan bahasa lokal meningkatkan efektivitas
pendampingan. Pendamping yang memahami konteks sosial-
budaya KPM lebih mampu mengubah perilaku penerima manfaat
dibandingkan dengan pendekatan seragam nasional.

Dukungan koordinator kabupaten/kota menjadi faktor kunci
motivasi.

Supervisi yang suportif, bukan hanya administratif, berperan
penting dalam menjaga semangat dan komitmen pendamping.
Beban administratif di perkotaan menurunkan kualitas interaksi
pemberdayaan. Pendamping di wilayah perkotaan cenderung
lebih fokus pada pelaporan digital daripada kegiatan pendam-
pingan tatap muka.

Keterbatasan jaringan internet di wilayah timur menghambat
pelaporan digital dan validasi data.

Mengoptimalkan Kinerja dan ...



4 | Analisis Kausalitas: Model
Kompetensi dan Kinerja

A. Kompetensi Mengajar sebagai Kunci Utama

Hasil Structural Equation Modeling (SEM-PLS) mengonfirmasi bahwa
semua variabel kompetensi dan faktor pendukung berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja.

Gambar 4.1 Model SEM PLS Kajian



Temuan Kunci (Jalur Langsung Terkuat):

Kompetensi Mengajar (P2K2) => Kinerja: Memiliki pengaruh
langsung terkuat (f/2 = 0.128).

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendamping sosial
PKH sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam memfasili-
tasi proses perubahan perilaku KPM, bukan sekadar menyampaikan
materi atau informasi program. Pendamping yang efektif berperan
sebagai “fasilitator perubahan sosial” (social change facilitator) mampu
membaca konteks sosial-budaya KPM, membangun kepercayaan, dan
menstimulasi kemandirian keluarga penerima manfaat. Oleh karena
itu, pelatihan pendamping perlu bergeser dari pendekatan kognitif
menjadi pelatihan berbasis peran dan konteks lapangan.

Penguatan Family Development Session (FDS) dan Pertemuan
Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) harus didesain ulang
untuk menumbuhkan kemandirian KPM melalui fasilitasi aktif, bukan
instruksi sepihak.

Kompetensi mengajar adalah kunci kinerja (urutan kekuatan
pengaruh fA2):

1) Kompetensi Mengajar (fA2 = 0.128)

2) Kompetensi Komunikasi-Inovasi (fA2 = 0.074)
3) Kompetensi Sosial (fA2 = 0.029)

4) Kompetensi Personal (fA2 = 0.025)

B. Pemahaman Peran dan Lingkungan Kerja
sebagai Fondasi

Jalur mediasi dan pengaruh faktor pendukung menunjukkan
bagaimana kompetensi dibentuk. Pemahaman Peran merupakan
jalur mediasi terkuat (0.088) terhadap kinerja melalui kompetensi
mengajar. Hal ini berimplikasi terhadap kejelasan filosofi dan tujuan
PKH sebagai prasyarat sebelum pelatihan teknis.
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Lingkungan Kerja terhadap Kompetensi Sosial (fA2 = 0.097)
merupakan pengaruh terkuat di antara semua hubungan faktor
pendukung terhadap kompetensi. Ini menunjukkan bahwa dukung-
an, koordinasi, dan suasana kerja yang positif sangat krusial dalam
menumbuhkan Kompetensi Sosial (empati, hubungan, mediasi)
pendamping (lihat Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Pemahaman Peran dan Lingkungan Kerja

Faktor Jalur Pengaruh

T Terkuat Nilai Kausalitas Implikasi Kebijakan
Pemaham- Kompetensi 0.088 (Jalur Pastikan kejelasan
an Peran Mengajar > Mediasi filosofi dan tujuan
Kinerja Terkuat) PKH sebagai prasyarat
sebelum pelatihan
teknis
Lingkungan Kompetensi f2=0.097 Dukungan institusional
Kerja Sosial (Pengaruh (Koordinator, Dinas
Langsung Sosial) sangat penting
Terkuat) untuk menumbuhkan
empati dan mediasi
Belajar Kompetensi Per-  0.019 (Jalur Pelatihan Formal
(Pelatihan) sonal - Kinerja Mediasi Paling Kurang Efektif untuk
Lemah) membentuk integritas

dan inisiatif; harus
lebih fokus pada Kom-
petensi Mengajar

Analisis Kausalitas: Model ... 15






5 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. Pilar 1. Profesionalisasi Pendamping Sosial PKH
melalui Pelatihan Sesuai dengan Kelompok
Kompetensi

Naskah kebijakan ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan
kompetensi Pendamping Sosial PKH harus spesifik dan tidak seragam.
Untuk kelompok Kinerja Tinggi yang unggul dalam komunikasi,
intervensi yang dibutuhkan bukanlah komunikasi dasar, melainkan
Penguatan Sosial Tingkat Lanjut. Mereka akan menerima pelatihan
mendalam mengenai Teknik Mediasi Konflik Sosial/Keluarga dan
Advokasi Berbasis Kearifan Lokal untuk menutup defisit kompetensi
sosial tersebut.

Sementara itu, bagi kelompok Kinerja Sedang yang unggul di
bidang sosial, kelemahan kritis mereka ada pada aspek mengajar dan
memfasilitasi P2K2. Oleh karena itu, fokus pelatihan adalah Penguatan
Fasilitasi, meliputi Komunikasi Efektif dan Persuasif, Metode Fasilitasi
Interaktit P2K2, serta peningkatan Literasi Digital Lanjutan untuk
menunjang pelaporan.

Terlepas dari kelompok kinerja, seluruh Pendamping menghadapi
hambatan serius berupa Beban Kerja Tinggi yang rata-rata melayani
lebih dari 200 KPM. Untuk mengatasi hal ini dan memastikan kualitas
pendampingan optimal, kami merekomendasikan intervensi kebijakan



berupa Kajian Rasio Ideal KPM/Pendamping secara mendalam. Model
ini menjamin bahwa setiap Pendamping menerima dukungan yang
paling tepat sasaran sehingga kinerja keseluruhan dapat meningkat
secara signifikan (lihat Tabel 5.1).

Tabel 5.1 Hambatan dan Rekomendasi Intervensi Kebijakan

Kelompok Hambatan Kritis Rekomendasi Intervensi Kebijakan
Sasaran

Kinerja Tinggi Defisit Kompe- Penguatan Sosial Tingkat Lanjut:
(Unggul Komu- tensi Sosial Pelatihan Teknik Mediasi Konflik
nikasi) Sosial/Keluarga, Advokasi Berba-

sis Kearifan Lokal, dan Pelatihan
Kepekaan Budaya.

Kinerja Sedang Defisit Komuni- Penguatan Fasilitasi P2K2: Pelatihan

(Unggul Sosial) kasi/Mengajar Komunikasi Efektif dan Persuasif,
Metode Fasilitasi Interaktif P2K2,
serta Literasi Digital Lanjutan.

Seluruh Pen- Beban Kerja Kajian Rasio Ideal KPM/Pendam-
damping Tinggi (Rata-rata ping untuk memastikan kualitas
>200 KPM) pendampingan optimal. Laksanakan

penilaian kinerja berbasis kompe-
tensi P2K2 yang terukur.

B. Pilar 2: Stabilisasi Sistem Data dan Reduksi
Administrasi

Kami menggarisbawahi bahwa Pilar 2 ini sangat krusial karena
masalah pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
(DTSEN) dan beban administrasi menjadi faktor penghambat kinerja
terlemah dan sumber potensial gejolak sosial yang harus segera diatasi.

Terkait Akses dan Pelatihan DTSEN, masalahnya adalah mi-
nimnya pelatihan dan keterbukaan informasi publik mengenai
DTSEN. Rekomendasi kami adalah mengintensifkan pelatihan
DTSEN kepada Pendamping Sosial PKH. Isu Beban Administrasi
muncul karena prosedur pelaporan, terutama saat transisi data, terasa
rumit dan menyita waktu berharga Pendamping yang seharusnya
digunakan untuk kegiatan inti P2K2, meskipun mulai bergulir beban
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kerja tersebut akan setimpal dengan penghasilan yang diperoleh
ketika menjadi ASN. Oleh karena itu, kami merekomendasikan Pe-
nyederhanaan Prosedur secara menyeluruh. Kebijakan harus secara
eksplisit meminimalkan tugas administratif dan menyederhanakan
mekanisme verifikasi data agar waktu Pendamping dapat lebih banyak
dialokasikan untuk interaksi sosial dan fasilitasi P2K2.

Terakhir, di tingkat masyarakat, masalah Literasi Publik DTSEN
menimbulkan gejolak karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
bingung dan resisten terhadap sistem desil atau graduasi baru.
Pemerintah harus merespons hal ini dengan peningkatan sosialisasi/
penyuluhan. Materinya harus dirancang sederhana, visual, dan mudah
dipahami oleh KPM di tingkat desa untuk memitigasi keraguan dan

potensi konflik sosial.

Tabel 5.2 Isu Kritis dan Rekomendasi Kebijakan Operasional

Area Intervensi

Isu Kritis

Rekomendasi Kebijakan

Operasional

Akses dan
Pelatihan DTSEN

Pemanfaatan DTSEN
rendah; pelatihan
teoritis dan minim
interaksi.

Pelatihan DTSEN Intensif,
Pelatihan berbasis simulasi
kasus nyata dengan dukungan
teknisi data, dilakukan secara
berulang, bukan hanya teori.

Beban
Administrasi

Prosedur pelaporan
rumit (terutama
transisi data) yang
menyita waktu P2K2

Penyederhanaan Prosedur: Ke-
bijakan harus menyederhana-

kan mekanisme pelaporan dan
verifikasi data, meminimalkan

tugas administratif agar waktu
dapat dialokasikan untuk inter-
aksi sosial dan P2K2

Literasi Publik
DTSEN

KPM bingung dan
resisten terhadap
sistem desil/graduasi
baru.

Peningkatan Sosialisasi/Pe-
nyuluhan untuk transparansi
DTSEN: Pemerintah harus
merancang dan memfasili-
tasi materi sosialisasi DTSEN
yang sederhana dan mudah
dipahami oleh KPM di tingkat
desa untuk memitigasi gejolak
sosial.

Rekomendasi Kebijakan
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C. Pilar 3: Jaminan Dukungan Kelembagaan dan
Operasional Penguatan Lingkungan Kerja
melalui Mentorship

Mengingat bahwa Pemahaman Peran adalah fondasi utama (0.088)
dan Lingkungan Kerja menumbuhkan Kompetensi Sosial (fA2 =
0.097), mekanisme dukungan harus diformalkan.

1) Program Mentorship Formal: Membangun program coaching dan
mentoring formal yang memanfaatkan Pendamping berkinerja
tinggi (yang memahami peran 75,7%) untuk melatih rekan yang
Pemahaman Perannya masih rendah. Program ini fokus pada
pendalaman filosofi program (P2K2, advokasi, graduasi).

2) Pembinaan Berbasis Kasus: Supervisi dan pembinaan dari
Koordinator Kabupaten/Kota harus diarahkan pada penyelesaian
kasus-kasus kompleks di lapangan (case-based supervision), bukan
hanya urusan administratif.

Jaminan Infrastruktur di Wilayah Sulit

Tantangan geografis dan sinyal menjadi hambatan nyata, terutama
di Indonesia Timur (Ende, Mimika) dan wilayah pedesaan (81,57%
lokasi dampingan berada di perdesaan).

1) Penyediaan Alat Bantu Operasional: Kebijakan harus menyedia-
kan dukungan operasional, alat bantu P2K2 (modul interaktif,
alat peraga), dan perangkat konektivitas yang stabil. Hal ini untuk
memastikan kinerja Pendamping tidak terhambat oleh faktor
geografis atau infrastruktur.

2) Insentif Wilayah Khusus: Mengkaji dan mengalokasikan tunjangan
operasional atau insentif khusus bagi Pendamping yang bertugas
di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) atau wilayah konflik
(Mimika, Ende) untuk mengurangi penggunaan biaya pribadi
dalam menjalankan tugas lapangan.

3) Kolaborasi Lintas Sektor: Memperkuat koordinasi dengan Bank
Himbara (penyalur bantuan) dan PT Pos untuk memastikan
kelancaran pencairan dan mengurangi antrean panjang, yang
sering menjadi sumber protes KPM.

20 Mengoptimalkan Kinerja dan ...



6 | PENUTUP

Peningkatan Kinerja Pendamping Sosial PKH memerlukan intervensi
kebijakan yang terintegrasi, yang menyasar jalur kausalitas terkuat:

Pemahaman Peran => Kompetensi Mengajar => Kinerja

Empat Arah Kebijakan :

1) Arah Profesionalisme (P3K): Penilaian Kinerja harus memasuk-
kan Kompetensi Mengajar/P2K2 sebagai indikator utama kinerja,
bukan hanya kepatuhan administratif.

2) Arah Kapasitas: Pemberian pelatihan (Mediasi vs. Fasilitasi P2K2)
berdasarkan kelemahan kompetensi masing-masing kelompok
kinerja.

3) Arah Data (DTSEN): Pelatihan DTSEN dan keterbukaan infor-
masi publik/transparansi DTSEN menjadi prioritas.

4) Arah Dukungan: Formalisasi Program Mentorship dan Jaminan
Infrastruktur/Operasional di wilayah sulit untuk mempertahan-
kan Kompetensi dan Kinerja Pendamping Sosial PKH.
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Dengan mengadopsi model kompetensi berbasis kinerja ini,
Kementerian Sosial RI dapat memastikan Pendamping Sosial PKH
yang kini berstatus P3K memiliki kapabilitas, dukungan, dan fokus
yang tepat untuk mencapai tujuan program: Graduasi KPM yang
Mandiri dan Sejahtera.
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